BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

ang

at

BUPATI KUDUS,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kudus
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;

p—t

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nom r 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4755);

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas d'arl Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tah
Negara (Lembaran Negara Repu
Nomor 47, Tambahan Lembaran
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran ~ Negara — Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

un 2003 tentang Keuangan
blik Indonesia Tahun 2003
Negara Republik Indonesia
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11.

12.

13.

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriks

pengelolaan  dan TanggUng Jawab Keuangan Ne Zarz
(Lcmba}ran Nfgar: Republik Indonesia Tahun 2004 Nomorg66
Tambahan Lembaran Negare 5 - ) )
»KHOO); c¢gara Republik Indonesian Nomor

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Né ara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambﬁghan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442i); C

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Nomor 58, Tambahan

Republik Indonesia Tahun 2015
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administras:
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

(Lembaran Negara

Peraturan Gaji Pegawal Negeri Sipil

o Tambahan
R i & Tahun 1977 Nomor ll.
epublik Indonesia Indonesia  Nomor 3098),

Lembaran Negara Republik . .
sebagaimana tclah diubah beberapz% rlfah t;(r)all;hlr S;ntiiz

¥ . 30 a LII'I t=)
Peraturan Pemerintah NATZ pemerintah Nomor 7

Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan . moT |
Tahun 1977 tejmang peraturan Gaj pPegawai Negerl Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

123):
hun 2000 tentang

109 Ta ,
wakil Kepala

omor
B Daerah dan

Peraturan Pemerintah

Kedudukan Keuangan Kepala Y i (
Daerah (Lrl b g’\Jeoara Republik Indonesia Tahur 200,)
embaran N€g baran Negara Republik Indoncsia

x:OmOI‘ 210. Tambahan Le
Nomor 4028);
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peraturan Pemerintah Nomgr
2

pengelolaan Keuangan Badan Laianzahun 2005 tentang

Ncgarah Republik  Indonesig Tahunn éj(;glgm (Lembaran

Tégn;a a:ebLf;‘rT}baran Negara Republik Indonel\;?;nolil e

4c ),‘ sebagaimana telah diubah ¢ omor

pemerintah Nomor 74 Tahun 2 CHEAN  Senaiuran

012
Peraturan Pemerintah Nomor tentang Perubahan atas

23 Tah
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan L%JnmugrgO?Le::gizr%

Negara Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 171

gii&;?han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informa§1 Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576),sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem I[nformasi Keuangan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kecuangan Dacrah (Lecmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578]);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Kecuangan dan Kinerja Instansl Pemernﬁah
(Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang vTate;
Cara Penyusunan  Rencana Pembangu;g(r)lf) NCI)\Iri(S)xrog?
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tghun . - Nomor,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesl

B tang L. poran
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang L« p

- tahe qerah kepada Pemerintah,
Penyelenggaraan pemerintahan Dac ah, KePEOR G Daerah

Laporan Keterangan PertanggungJaDrerah dan Informasi

kepada Dewan Perwakilan Rakyat dh I’Daerah Kepada

Laporan Penyelenggaraan Pemermta‘_k Indonesia Tahun

g/loaos%/ar;kat (Lelrgbar?z?nbliian Lembaran Negara Republik
omor ;

Indonesia Nomor 4693): or 69 Tahun 2010 tentang Tata

ot sentifl Pemungutan Paja.k
fddtd?l,érr]nbaran Negara Republik
n 119 Tambahan Lembaran

Peraturan Pemerintah Nom
Cara Pemberian dan Peman
Daerah dan Retribusi Daerz
Indonesia Tahun 2010 Nomof(')r 5161);
Negara Republik Indonesid Het
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Peraturan Pemerintah Nomo

Akuntansi  Pemerintahan (|, 0 tentang Standay
: e
fpdlomesia: Tabism BB1G Nom(ormbaran Negara Repubjik

. 123
Negara Republik Indonesig Nomor 51’36’5)Tamba_han Lembaran

r' 71 Tahun 201

Peraturan Pemerintah  Nomor
Pinjaman Daerah (Lembaran

Tahun 2011 Nomor 99, Tambaha
Indonesia Nomor 5219)

30 Tahun 201 tentang
Negara Republik Indonesia
| n Lembaran Negara Republik
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272); ,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahu 1 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dart Anggaran Pcndapai[an dan Belanja
Negara (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014
NO?nor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncm?
Nomor 5558),sebagaimana tclab diubah belrJI‘er}?pa og?é
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 e;a}:mN;mor
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Per}gern\njmber T
60 Tahun 2014 tentang Dana .Deis“El }’%ngL eqLZran il
Anggaran Pendapatan dan Belagjlaﬁjl\eNgjrl:Oﬁ 627’ e
Republik Indonesia Tahun dinesia Nomor 5864);
Lembaran Negara Republik In , b 3016 GenEiE
Peraturan Pemerintah Nomor 19

: ioa Belas kepada
. y ¥ ~u Tunjangan Ketiga
Pemberian Gaji, Pensiun, ataU[ Tejntara Nasional Indonesia,

Pegawai Negeri Sipil, Prajur indonesia, Pejabat

blik
Anggota Kepolisian Negara.uﬁes;u Tunjangan (Lembaran
; si
Negara, dan Penerima fen

Nomor 115,
~sig Tahun 2016 :
i Indonesia . esia Nomor
Negara RGPSilgaran Negara Republik am:or}l{ali terakhir
”g;gx;)ahanb zimana telah diubah beberap

, sebag

018
; mor 18 Tahun 2
dengan dengan Peraturan Pemermtah Non o erintah Nomor

i 20'16 te?t:rﬁpada Reg N;iTDOIisian Negara
L s Ke'tlga Bei:dOneSia, Anggotan Penerima Pensiun
Tentarg Nas1onal_ e abat Negara, ablik e @ Tahun
Republik Ind(me(slf;nbajraﬂ Negara RepU
atau Tunjangan (L€

2018 Nomor 77);

Y |3
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g. peraturan Pemermta,'h'Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggofa LSc*w;n
perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rer l:lb;ik
indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); .

30. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik In)doh(;sia

Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

3]1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

32. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Keschatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2014 Nomor 81);

33 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penge’lolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia FTahun
2011 Nomor 310);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosml yang
bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Da4ccr)ah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201’1N§‘mo(rj‘ 0)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahqn 20’18
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menttlajrl Igaldm
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman. ;m e’“:cm
Hibah dan Bantuan Sosial yané bersumber dari I;ggdtr??(
Pendapatan dan Belanja Dacrah(Berita Negara Republi
Indonesia Tahun 2018 Nomor 465) ”

Nomor 52 Tahun 2016 tentang

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan da}lam lsgn;f;en%%gdsiﬁz

Program Jaminan Kesehatan (Berita g p

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);

37. Peraturan Menteri Kesehatan

L %r{/k,fv
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39.

41
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44,

45.

. Peraturan Daerah Kabupaten

-6-

peraturan  Menter) K‘I‘Jang;Jr,
tentang Petunjuk Tekng

Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas ke

Sipil, Prajurit Tentara Nasion, Inc;or;('gi:pida Pegawa; Negeri
Negara Republik Ind(m(:sia, Pf;jaba1“Nc::’ nggOta KCPOliS]an
Pensiun atau Tunjangan (Berj, N(:gara g;lra dap Penerima
Tahun 2016 Nomor 899) sebagaimana telainpliibhk i,
Peraturan Menter Kcuangah Nomor 52 ][;Jbah d(;‘l’lgan
tentang Perubahan atas Peratyuran Menteri Ke/ e o
96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknisuagglar]: Iforfnor
Pember?an Gaji, Pensiun atay Tunjangan Ketiga B:laa‘a id;ﬂ?gﬂ
Pegawar Negeri Sipil, Prajurit Tentarg Nasional Ir&do;zd' 'a
Anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia Pc'a?ié
Negara dan Penerima Pensiun atay Tunjangan (Beri’ta Néga)ra
Republik Indonesia Tahun 201% Nomor 677)
Peraturan Mentert Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 335, schbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayzan Nomor 26 Tahun 2017

Pkl”k;vviorru?r 96/PMK(J5/2()16
~aKSanaan  Pemberjan Gayi

)

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor & Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1068);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 38 Tanun 2018
tentang Pcdoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daecrah Tahun Anggaran 2019 (Berita ['egara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah scrta
Pelaksanaan dan Pertanggungawaban Dana Operas onal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan  Keuangan Daeraﬁh
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Kudus Nomor 19 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan A;igdoiz
Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten 19
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nom201r” :
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor :

(udus Nomor 9 Tahun 2018

Ferditurem Dacreh REPAPE -7 Izm Belanja Daerah Kabupaten

tentang Anggaran Pendapatan d
Kudus Tahun Anggaran 2019,

P entan
Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tdhulzud%?sl?\]otmor 15
Pelaksanaan Peraturan Daerah KabuPatend n Administrauf
Tahun 2017 tentang Hak Keuanga’}:,lana Rakyat Daerah
Pimpinan dan Anggota Dewan PERvEt  Kudus Tahun
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabup

2017 Nomor 26);

%f‘kv
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MEMUTUSKAN:

[URAN  BUPATI  TENTANG  pg
; S 1 PENJABA

JAPATAN DAN BELANJA DAERAH BB AR MU AR
TARAN 2019. JPATEN KUDUS TAHUN

PER
pENI
/\N('x(

Pasal 1

_.an Pendapatan dan Belanj

Anggaran € clanja Dacrah Tah

! 28 ) C u

(erdirn atas: n. Anggaran 2019
| pendapatan Daerah :

4, Pendapatan Ash Daerah Rp. 555 5,55 B 060
p. Dana Perimbangan R, 1 063,283'957'000'00
¢, Lain-lain Pendapatan Daerah ’

Rp. 326.987.988.000,00
] 714.031.199.000,00

vang Sah
Jumlah Pendapatan Rp
) Belanja !
4. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawal
2) Belan)a Hibah

Rp.  698.439.886.000,00
Rp  175.268.120.000,00

3) Belanja Bantuan Sosial Rp 13.047.180.000,00
4) Belanja Bagi Hasll Rp 13.986.812.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan Rp 146.340.153.000,00

Rp 2.000.000.000,00

6) Belanja Tidak Terduga
1.149.082.151 000,00

Rp
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawal Rp 45.359.950.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 377.162.943.000,00
3) Belanja Modal Rp. 743.192.370.000,00
Rp. 665.715.263000‘00
Jumlah Belanja Rp- 1.814.797.414.000,00
(Defisit) Rp (100.766.215.000,00]
3. Pembiayaan :
ayaan .
a. Penerimaan Rp. 100.766.215.00(()),8(())
b. Pengeluaran Rp.
.766.215.000,00
S Jumlah Pembiayaan Netto Rp: 100
\13‘,» .
. lx Lebih Pembiayaan Anggaran 0.00
ahynp Berkenaan Rp.
pasal 2
Rlngk ” da Belanja Daerah
BXas: | apatan i
rofasan  Penjabaran  Anggarall Pcnddt}:‘:c:nt o+ dalam Lampira’ !

Sehy ..
\I,L{s“ . 4 .
P, BMana  dimaksud dalam pasal |

ran
ran Bupati ini.

o | I
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Pasal 3

0 ‘m’J - . - $ .0 . . a n '(,
Afmuksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut d;lef;l If)aerah sebagaimana
g ampiran II P
eraturan

Pasal 4

| oaftar pama penenmdg, alamat penerima dan besaran Hibah dan B
sosil‘l Scbagmmana unaksud dalam Pasal 1 tercantum d 1 an Bantuan
| dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini. alam Lampiran

Pasal 5

an sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4
y (e

Lampir ; :
aglan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

qerupakan b

Pasal 6

endapatan dan Belanja Daerah yang
1gkan lebih lanjut dalam dokumen
daerah sesuai dengan

pelaksanaan penjabaran Anggaran P
dietapkan dalam peraturan ini dituar
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7
lai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

memerintahkan pengundangan
dalam Berita Dacrah

Peraturan Bupati in1 mu

mengetahuimnya,

Agar setiap orang
dengan pmcmpuuum_\u

Peraturan Bupati 1111
Kabupaten Kudus.

s S Ditetapkan di Kudus
Teah el atas kebenaranfyd pada tanggal 31 Desember 2018
| Jabatan Paraf
B «»-‘.-_... s ——
1 | R25To SEKRA s —
. )
¢ MUHAMMAD TAMZIL
“““d 5 l .‘G AL HUXUM
s kAl B e { Z_d
l “%%gal 31 Desember 2018 Digitally si
y signed by
a . m Bagian Hukum

Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.25

L
Ve W%{ (7 W | 08:30:36 +07'00'

S-‘\M‘,\
e NI INTAKORIS

\ER
A 1, ,
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2

‘\iRIQ
8p
AERAH KABUPATEN KUDUS,

Cecccees.
N EEEELLS

l

018 NOMOR 41




{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

		2019-10-25T08:30:36+0700
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus




